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Online single submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh 
lembaga OSS atas Nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 
Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan 
perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini 
mengeluhkan lambatnya proses pelayanan dalam waktu yang cepat dan rantai 
birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.  
Penulis ini dilakukan di Kelurahan Kecamatan tebing tinggi Kabupaten 
kepulauan meranti Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana 
Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja di Kabupaten kepulauan 
meranti bedasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan 
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan faktor apa yang menjadi 
hambatan dalam penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja di Kabupaten 
kepulauan meranti bedasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang 
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisa efektivitas Online Single Submission (OSS) pada Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga di Kabupaten 
kepulauan meranti bedasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang 
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk 
menganalisa faktor apa yang menjadi hambatan pelaksanaan efektivitas Online 
Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan tenaga kerja di Kabupaten kepulauan meranti bedasarkan peraturan 
pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. 
Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas DPMPTSPDTK, Kasubag Sub 
Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan, Kasi Pelayanan Perizinan serta masyarakat penggunaan OSS. Jenis dan 
sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif. Dari hasil wawancara dan observasi terhadap 
masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa Efektivitas Online Single 
Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan 
kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus di penuhi oleh 
pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang buruk 
menjadi lebih baik. Potret buruknya pelayan publik seperti ketidak pastian 
pelayanan, tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan mudah di pahami 
membuat masyarakat memiliki posisi tawar yang ketika berhadapan dengan 
penyelengaraan publik. Selain itu masih tingginya korupsi kolusi dan nepotisme 
(kkn) yang terjadi menyebabkan biaya pelayanan publik juga menjadi 
permasalahan publik juga menjadi permasalahan publik yang sering terjadi. 
Pelayanan publik yang di berikan kepada masyrakat juga di nilai belum 
efektif dan efesien. Untuk dapat mengakses pelayanan, masyarakat harus datang 
kesuatu instansi pemerintah tertentu. Kehadiran dinas penanaman modal atau 
investasi swasta yang memunculkan banyaknya industri ternyata membawa akibat 
lain.
1
  dalam program pembangunan nasional yang menjadi arah kebijaksanaan 
penanaman modal di mungkinkan pelaksanaanya dengan memenuhi berbagai 
persyaratan tertentu.
2
 Hal ini tentunya membuat pelayanan yang mengandalkan 
tatap muka ini juga menjadikan masyarakat harus datang ke instansi lebih dari 
satu kali ketika syarat dan prosedur belom lengkap. 
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 Aminuddin Limar,Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, (Jakarta: Pt Karisma 
Utama,2006), hlm.4 
2
 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing 
(Pma) Di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1970), hlm.1  
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Kebutuhan akan proses yang cepat bagi setiap pengusaha merupakan satu 
keniscayaan, sementara aparatur birokrasi memiliki sejumlah kewenangan untuk 
mengatur dan menentukan aktivitas bisnis yang ada di wilayahnya, akibatnya 
mereka, bertemu dalam kesepakatan jahat layaknya teori permintaan dan 
penawaran yang sangat menentukan besaran biaya dan harga dari suatu produk 
dan perizinan. Tentu saja, biaya yang di keluarkan pengusaha akan semakin besar 




Semakin majunya perkembangan zaman yang sarat pemanfaatan teknologi 
informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam pelayanan publik yang ada. 
Teknologi informasi dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pelayanan yang 
lebih cepat, trnasparan sehingga pelyanan publik sehingga menjadi lebih efektif 
dan efesien. Pelayan publik berbasis teknologi dan informasi perlu di terapkan 
untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, 




Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yaitu menjalankan 
fungsi pelayanan kepada masyrakat sesuai dengan azaz pemerintah yang 
demokratis. Peranan pemerintah ini menuntut agar pemerintah (birokrasi) 
memeberikan pelayanan publik yang sesuai dengan keiginan aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat bedasarkan tuntutan pemerintah yang baik (good 
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 Asep N. Mulyana, Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis, (Jakarta: 
PT Grasindo, 2019), hlm.12 
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governance). Salah satu bidang yang menjadi sorotan masyarakat dewasa ini 
adalah pelayanan publik di bidang adminitrasi penanaman modal serta perizinan 
dan non perizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian 
dan berdampak pada bidang-bidang pelayanan lainnya. 
Izin usaha adalah izin yang di terbitkan oleh lembaga OSS dan atas nama 
mentri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha 
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksaan komersial atau operasional dengan 
memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 
Di kabupaten kepulauan meranti kantor yang mengurusi tentang perizinan 
adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja 
(DPMPTSPDTK). Pembentukan dan kelembagaan dinas penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan meranti yaitu 
upaya mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
pelayanan publik di lingkungan kabupaten kepulauan meranti sebenarnya baru 
saja di terbitkan dan di terapkan pada tahun 2018 tentang perizinan online single 
submission (OSS). 
Kondisi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan selama 
ini sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem dan prosedurnya tidak jelas, 
pesyaratan banyak dan beragam, proses  berbelit belit, lama dan tidak ada limit 
waktu, mahal dan syarat akan nuansa KKN serta pungli. Buruknya kondisi ini 
berdampak dengan tergangunya iklim dan investasi serta aktivitas kegiatan usaha 
dan perokonomian masyarakat di kabupaten kepulauan meranti khususnya.  
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Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, 
pemerintah telah megeluarkan keputusan mentri pendayagunaan aparatur Negara 
Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelengaraan publik yang berisi 
keriteria- keriteria pelayan prima yaitu; kesederhanaan, kelesan, kepastian 
pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan dan prasarana, kemudahan akses, 
kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan.
5
 
Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyrakat adalah yang 
tidak mungkin dapat di hindari karena sudah merupakan kewajiban 
penyelengaraan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah 
mencari solusi terhadap masalah- masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala 
internal yaitu yang berasal dalam instansi itu sendiri maupun kendala exsternal 
yakni kendala dari pelaku usaha pengguna jasa dalam kaitannya pelayanan yang 
di tanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan 
yang sebaik baiknya kepada pelaku usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu 
untuk menangani masalah- masalah yang di hadapi di atas, maka di keluarkan 
peraturan mentri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman 
penyelengaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, merupakan 
pedoman yang mengatur pokok- pokok dan tata cara membangun sistem 
penanaman modal serta perizinan dan non perizinan yang akuntabel, transparan, 
demokratis, efesien, dan efektif serta sederhana.
6
 
                                                             
5 Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang 
Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik  
6
 Peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelengaraan 
pelayanan terpadu satu pintu. Pasal 2-3-11 
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Dalam pasal 2, peraturan mentri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
pedoman penyelengaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
adalah: 
a. Meningkatkan kualitas pelyanan publik 
b. Memberikan akses yang lebih luas pada masyarkat untuk memproleh 
pelayanan publik.  
Sedangkan di pasal 3, sasaran penyelengaraan pelyanan terpadu satu pintu adalah  
a. Terwujudnya pelyanan publik yang tepat, murah, mudah, tranprans, pasti dan 
terjangkau; 
b. Meningkatnya hak-hak masyrakat terhadap pelayanan publik; 
Sedangkan Dalam pasal 11, proses waktu dan biaya penyelengaraan pelayanan; 
jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan di tetapkan 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai dari sejak diterimanya 
berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.  
Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan 
atau menanam uang. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-
istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa 
perundang-undagan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam 
dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam 
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bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut 
mempunyai pengertian yang sama sehingga  digunakan secara interchangeable.
7
 
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 
Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman 
modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 
Untuk Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 
Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga 
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat.
8
 Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja 
tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang 
mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan 
mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga 
kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.
9
 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 
Submission yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi 
                                                             
7
 Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di 
Indonesia, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2006), hlm.1 
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 Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia , Jurnal Pendidikan 
Dan Kebudayaan, ( vol 17 no 6, 2011), hlm.708 
9
 Sendjun H Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,(Jakarta: PT 
Rineka Citra, 1998), hlm.3 
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sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS 
ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta 
mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk 
mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya 
Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya. 
Dalam pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yaitu: 
(1) Perangkat system OSS meliputi; 
a. Perangkat keras; 
b. Perangkat lunak; 
c. Jaringan; 
d. Perangkat pendukung;  
(2) Perangkat sistem OSS sebagaimana di maksud pada (1) beroperasi secara 
penuh   selama 24 (dua puluh empat) jam.
10
  
Seiring dengan perkembangan zaman, dalam memberikan pelayanan 
perizinan kepada masyarakat, hal ini juga di sebabkan juga karena penambahan 
kewenangan izin yang di urus oleh (DPMPTSPDTK) kabupaten kepulauan 
meranti telah memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini di sebabkan juga karena 
pertambahan kewenangan izin yang di urus oleh (DPMPTSPDTK) kabupaten 
kepulauan meranti teryata tidak di imbangi kesiapan pegawai. 
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan 
Berusaha Secara Elektronik. Pasal 92 
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Pelayanan yang berbasis E-Government dengan menyediakan informasi dan 
pelayanan yang lebih lengkap dan memudahkan masyarakat dalam hal mengurus 
perizinan mulai dari tahap permohonan sampai pada tahap penerbitan dokumen, 
melalui online single submission (OSS).
11
 pelayanan berbasis sistem online ini di 
hadirkan sebagai bentuk pelayanan Prima kepada masyarakat yang melakukan 
permohonan perizinan di kabupaten kepulauan meranti.  
Online single submission (OSS) merupakan aplikasi yang di gunakan untuk 
segala proses registras dan pengajuan perijinan lainya yang termasuk dalam 
layanan perijinan berusaha menurut peraturan pemerintah no 24 tahun 2018 
tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan alamat 
http://oss.go.id. OSS di luncurkan pemerintah pusat pada 26 oktober 2018 dan 
wujudkan 26 oktober 2018 di dinas penanaman modal dan tenaga kerja pelayanan 
terpadu satu pintu  kabupaten kepulauan meranti. Sistem oss terintegrasi dan 
menjadi gerbang dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada 
kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Sistem OSS ini menjadi acuan utama 
(single reference) dalam perizinan berusaha. Dalam hal kementrian, lembaga, 
pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki lebih dari satu sistem perizinan 
elektronik yang di tentukan oleh kementrian, lembaga, pemerintah daerah provinsi 
atau pemerintah kabupaten/kota.  
Setelah berapa bulan berjalan penerapannya masih banyak yang harus di 
benahi, seperti belum maksimalnya sarana dan prasarana yang di miliki seperti 
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jaringan internet yang lambat ketika listrik padam maka jaringan internet padam 
juga serta kurang kemampuan suber daya manusia dalam penerapan aplikasi OSS 
dan tidak mengetahui pengguna OSS. di akui bahwa saat ini perizinan secara 
elektronik yang telah di terapkan oleh (DPMPTSPDTK) kabupaten meranti, ini 
belom di ketahui atau di pahami secara baik oleh masyarakat.  
Birokrasi perizinan   usaha   sering   kali bahkan menimbulkan biaya   tinggi   
dalam dunia usaha, karena adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan 
perizinan usaha tersebut. Hal ini tentu sangat memengaruhi iklim investasi di 
Indonesia Dari peraturan lama ke peraturan baru, masalah pembenahan   perizinan   
penanaman   modal   di   Indonesia   merupakan   pekerjaan rumah (homework) 
yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan   
usaha   sering   kali bahkan menimbulkan biaya   tinggi dalam dunia usaha, karena 
adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal 
ini tentu sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia.
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Dari peraturan lama ke peraturan baru, masalah pembenahan perizinan 
penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (homework) yang 
tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan usaha 
sering kali bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam dunia usaha, karena adanya 
biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentu 
sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia.
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Perizinan yang beralih kedalam sistem online saat ini telah diterapkan dan 
telah dilaksanakan, akan tetapi timbul permasalahan-permasalahan baru 
dilapangan yang muncul yaitu: 
1. Integrasi sistem yang masih kurang. Selama ini, di beberapa daerah masih 
kesulitan mengintegrasikan OSS dengan sistem sebagus yang dimiliki 
Kemenkominfo sebagai sistem pusat. 
2. Database perizinan dalam OSS juga belum terklasifikasi secara jelas. 
Akibatnya, Pemerintah Daerah harus memasukkan data secara manual yang 
menyebabkan proses pengeluaran sebuah izin memakan waktu yang lama. 
3. Kelemahan sistem OSS lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha yang 
belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT & RW) serta 
ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTD). 
4. Masih memiliki sejumlah kendala baik di tingkat pusat maupun daerah dari sisi 
tata yang di laksana. Dari tingkat pusat, OSS belum terintegrasi secara penuh 
dengan sistem perizinan kementerian dan lembaga. Sementara itu, di daerah 
masih banyak pemda yang masih lebih mengandalkan sistem perizinan daerah 
mandiri berbasis aplikasi. 
Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penilitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE 
SINGLE SUBMISION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DI 
KABUPATEN KEPULUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN 
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PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN 
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELETRONIK” 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan 
maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang di 
lakukan yaitu Efektivitas Penerapan Online Single Submision (OSS) Pada Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di 
Kabupaten Kepuluan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Online Sigle Submission (OSS) Pada Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di 
Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik? 
2. Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Online Sigle 
Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal  Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan 




D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Sehubungan dangan pemasalahan yang di teliti, maka tujuan dan penelitian ini 
adalah: 
a. Untuk Mengetahui Efektivitas Penerapan Online Single Submision 
(OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 
Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepuluan Meranti Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik? 
b. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Dalam Efetivitas Penerapan 
Online Single Submision (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten 
Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik? 
2. Manfaat penelitian 
Berkenan dengan tujuan dari penelitian di atas, maka manfaat yang di 
harapakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Dari penelitian ini di harapakan dapat berguna bagi penulis dalam rangka 
mendalami ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan 
pemerintah daerah. Di samping itu juga dari penelitian ini di harapkan 




b. Dari penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 
kabupaten kepuluan meranti untuk terus memperbaiki khusus pelayanan 
publik kepada pelaku usaha dan dengan harapan pemerintah dapat 
meningkatkan pelayanan publiknya kearah yang lebih baik di masa 
mendatang dan juga bagi para aparatur pemerintah pada dinas 
penanaman pelayanan terpadu satu pintudan tenaga kerja untuk 
melaksanakan tugas nya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan 
memprediksi suatu penomena, sehingga bias menghasilkan pengetahuan baru. 
Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan penelitian  
 Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu 
penelitian yang di lakukan dengan mengadakan indetifikasi hukum dan 
bagaimana efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan cara 
melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data premier dan 
data sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskritif yaitu 
megambarkan secara tepat sifat suatu indivindu, keadaan gejala dengan gejala 
lainnya dalam masyarakat. 
2. Lokasi penelitian  
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 Penelitian Ini Merupakan Penelitian Lapangan Yang Di Laksanakan Di Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 
(DPMPTSPDTK) Kabupaten Kepuluan Meranti. 
3. Subjek dan objek penelitian  
Subjek Penelitian Ini Adalah Skretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Sedangkan Yang Menjadi Objek Dalam 
Penelitian Ini Adalalah Efektivitas Penerapan Online Single Submision Orang 
Yang Ingin Mendaftar Untuk Membuat Usaha Di Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
4. Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. 
Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, 
waktu atau tempat dengan sifat ciri yang sama.
14
 Sampel adalah sebagian dari 
populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah 
penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah purposive 
sampling, yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak bedasarkan random 
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Populasi Dan Sampel 
 
No Nama Populasi Populasi Sampel % Keterangan 
1 Skretaris 1 1 100% Wawancara 
2 Kasubag Umum  1 1 100% Wawancara 
3 
Kabid Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan 1 1 100% Wawancara 
4 Kasi Pelayanan Perizinan 3 3 100% Wawancara  
5 Masyarakat 45 5 11% Wawancara 
 
Jumlah 51 11 
   
5. Sumber Data 
Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data yang 
akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data perimer dan 
sekunder. 
a. Data primer 
Adalah data yang di peroleh langsung di lapangan melalui wawancara. 
Pengumpulan data ini di lakukan untuk menemukan data yang akurat 
mengenai pelaksanaan PP. NO 24 TAHUN 2018 efektivitas penerapan 
online single submision. 
b. Data sekunder  
Adalah data peneliti ini di peroleh secara tidak langsung. Karna peniliti 
memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. 
Dengan menggunakan studi literatur yang di lakukan terhadap banyak 
buku dan data-data yang di peroleh dari tempat penelitian yang di 
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lakukan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga 
kerja di kabupaten kepulauan meranti. buku. Jurnal dan lain-lain. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:  
a. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk 
mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.  
b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan. 
c. Studi kepustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan 
rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini. 
7. Metode Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif 
kualitatif yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan jalan 
membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan 
teori-teori yang didapat, maupun literatur yang ada. 
8. Teknik Penarikan Kesimpulan 
a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah 
umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. 
b. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah 
khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. 




F. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada 
beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling 
berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya 
sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis akan memuat: 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Batasan Masalah 
C. Rumusan Masalah 
D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 
E. Metodologi Penelitian 
F.Sistematika Penulisan 
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN: 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: 
A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti 
B. Sejarah Singkat Kecamatan Tebing Tebing Tinggi 
C. Kondisi fisik dasar wilayah 
D. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti 
BAB III TINJAUAN PUSTAKA: 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: 
A. Sistem informasi managemen 
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B. Pelayanan publik 
C. Teori efektivitas 
D. Peraturan Daerah  
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:  
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 
data  
yang telah di peroleh : 
A. Bagaimana Efektivitas Penerapan Online Sigle Submission (OSS) Pada 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga 
Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik? 
B. Faktor Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan Online Sigle 
Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang 










GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti 
Kota Selat Panjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan 
Meranti, dahulu merupakan salah satu Bandar (kota) yang paling sibuk dan 
terkenal perniagaan didalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah 
terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena 
peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural 
maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. 
Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang 
maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya. 
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten pemekaran dari 
Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan 
Meranti di Provinsi Riau. Bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi 
daerah. Sebagai kabupaten pemekaran tentunya menjadi harapan bagi masyarakat 
bahwa pemerintah mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, 
pembangunan, dan pemanfaatan potensi daerah. Pembangunan tentunya harus di 
dasarkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat, sedangkan 
pemanfaatan potensi daerah sangat perlu untuk ditingkatkan untuk menunjang 




Wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari tiga pulau utama 
(besar) yaitu Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Padang yang 
dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yaitu Pulau Merbau, Topang, Burung, Panjang, 
Menggung, Setahun, dan Berembang.Seperti dalam pada tabel II.1 dibawah ini: 
NO KECAMATAN  IBU KOTA JUMLA DESA 
1 Tebing Tinggi Selatpanjang 9 
2 Tebing Tinggi Barat Alai 14 
3 Merbau Teluk Belitung 10 
4 Rangsang Tanjung Samak 14 
5 Rangsang Barat Bantar 12 
6 Pulau Merbau Kuala Merbau 11 
7 Tebing Tinggi Timur Sungai Tohor 10 
8 Rangsang Pesisir Telesung 11 
9 Tasik Putri Puyuh Bandul 10 
Sumber: kantor camat tebing tinggi 2021 
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada coordinator 
anatara sekitar 0 0 420 300 -1 0 280 0 0 LU, dan 1020 120 0 0 –1030 100 0 BT, 
dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang 
berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga 
Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia –Malaysia –Singapore (IMS-
GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free 
Trade Zone (FTZ) Batam –Tanjung Balai Karimun. 
 
B. Sejarah Singkat Kecamatan Tebing Tebing Tinggi 
1. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi,  
Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi terletak di 
Kabupaten Kepualauan Meranti, dengan ibukota Selatpanjang. Kabupaten 
21 
 
Kepulauan Meranti merupakanpemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk 
pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan 
Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. 
Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara 
sekitar 0° 42' 30" -1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" -103° 10' 0" BT, dan terletak 
pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan 
dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan 
Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia -Malaysia -Singapore (IMS-GT) dan secara 
tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) 
Batam -Tj. Balai Karimun. 
Serta Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara 
tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti 
sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang 
Internasional yang menghubungan Riau daratan dengan negara tetangga melalui 
jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu 2 ditetapkan 
dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi 
sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. 
Luas kabupaten Kepulauan Meranti: 3707,84 km², sedangkan luas kota 
Selatpanjang adalah 45,44 km
2
. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan 
Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti 
merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. 
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Secara Administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 
Kecamatan dan 101 desa/Kelurahan, yaitu : 
Tabel II.2: Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan 
Meranti 
No Kecamatan Ibu Kota Luas Kecamatan 
1 Tebing Tinggi Selatpanjang 849.50 
2 Tebing Tinggi Barat Alai 586.83 
3 Merbau Teluk Belitung 681.00 
4 Rangsang Tanjung Samak 241.60 
5 Rangsang Barat Bantar 1.348.91 
6 Pulau Merbau Kuala Merbau 765.987 
7 Tebing Tinggi Timur Sungai Tohor 804.06 
8 Rangsang Pesisir Sonde 847.540 
9 Tasik Putri Puyuh Bandul 761.87 
Sumber: kantor camat tebing tinggi 2021 
Dari table diatas jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan 
Meratni sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan 
yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 
17desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan 
yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing 
Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Dan jumlah penduduk yang paling 
terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan 
Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling 
sedikit yaitu 10,778 Jiwa. 
Sementara itu, letak lokasi penelitian berada pada Kecamatan Tebing Tinggi 
di Kabupaten Meranti memiliki jarak antara Ibukota dengan kelurahan di 





Tabel II.3:Jarak Antara Kota Selatpanjang Dengan Kelurahan Di Kecamatan 
Tebing Tinggi Tahun 2021 
No Kelurahan Jarak Lurus (Km) 
1 Selatpanjang Kota 1 
2 Selatpanjang Barat 3 
3 Selatpanjang Timur 4 
4 Selatpanjang Selatan 11 
5 Sesap 20 
6 Banglas Barat 9 
7 Banglas 7 
8 Alah Air 12 
9 Alah Air Timur 16 
Sumber: Kantor Camat Tebing Tinggi, 2021 
Lokasi penelitian posisinya terletak di Kelurahan Selatpanjang Timur 
Kecamatan Tebing Tinggi yang jarak lurusnya 4 kmdari Ibukota Kecamatan. 
 
2. Kondisi Fisik Dasar Wilayah 
a. Topografi 
Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 
diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti 
sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian 
rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan 
suhu udara antara 25° -32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup 
tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau 
terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. 
Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau 
Tebing tinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan 
Merbau (1.348,91 km²). Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Kepuluan 
Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosil), yaitu tanah gambut yang banyak 
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mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan 
Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang 
aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river leves yang 
terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol). Keadaan Penduduk 
Penduduk disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti 
memiliki masing-masing tingkat kepadatan yang berbeda-beda. dari total 
keseluruhan 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 
2016.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 
tahun 2016 bahwa Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu Kecamatan di 
Kabupaten Meranti yang memiliki persentase dan kepadatan penduduk tinggi. 
Dengan Jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 56.192 jiwa dengan 
jumlah 9 Desa/ Kelurahan. Sementara penduduk dengan kepadatan terendah di 
Kabupaten Meranti adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur yakni sebesar 11.733 
jiwa. Untuk melihat keseluruhankepadatan penduduk di Kabupaten Meranti dapat 
dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. 
Tabel II.4 Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti 2021 
Sumber : kantor camat tebing tinggi 2021 
 
N0 Kecamatan Jumlah peduduk (jiwa) 
1 Tebing Tinggi 15.809 
2 Tebing Tinggi Barat 56.192 
3 Merbau 11.733 
4 Rangsang 18.253 
5 Rangsang Barat 26.971 
6 Pulau Merbau 17.448 
7 Tebing Tinggi Timur 14.174 
8 Rangsang Pesisir 14.975 




Keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat dipengaruh oleh sumber 
daya manusia yang dimilikinya, semangkin maju pendidikan, semangkin baik 
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karna itu 
pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat hendaknya memberi perhatian yang 
lebih besar pada bidang pendidikan. 
c. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti 
Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana 
terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai 
Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi 
sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana 
sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan 
berdagang, itu semua tidak terlepas dari potensi yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 
Serta untuk dibidang pertenakan, perikanan dan berdagang penduduk di 
Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk 
di pertenakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 
44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang 
perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten 
Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana 
cukup banyak, hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha 
dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di 




Sektor Industri dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Meranti 
ternyata juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Bila kita melihat tabel 4.4 
Dibawah bahwa jumlah masyarakat yang bekerja di sektor industri berjumlah 
5.178 jiwa. Berikut adalah data yang dikeluarkan dari BPS Kabupaten Meranti. 
Tabel II.5: Jumlah Pekerja Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Sumber: kantor camat tebing tinggi 2021 
e. Agama dan Keyakinan  
Kehidupan umat beragama dapat berdampingan dengan harmonis 
sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai rumah ibadah 
masing-masing agama tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya hingga 
sampai hari ini.Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru 
dimekarkan lima tahun silam, banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek, 8 
baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu 
masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan di kabupaten kepulauan 
meranti.  
No Kecamatan Jumlah pekerja (jiwa) 
1 Tebing Tinggi 927 
2 Tebing Tinggi Barat 519 
3 Merbau 906 
4 Rangsang 865 
5 Rangsang Barat 156 
6 Pulau Merbau 232 
7 Tebing Tinggi Timur 498 
8 Rangsang Pesisir 277 
9 Tasik Putri Puyuh 798 
 Jumlah 5.178 
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Salah satunya selerasinya masyarakat beragama yang selaras didalam 
perkembangan kabupaten kepulauan meranti. Dimana terdapat tujuh kepercayaan 
agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti. Yaitu Islam 
160,585 Jiwa, Kristen 12,370 Jiwa, Katolik 168 Jiwa, Budha 23,961 Jiwa, 
Konguchu 1,374 Jiwa, dan Hindu 75 Jiwa, serta sarana ibadah yang ada di 
kabupaten kepulauan merantiyaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 
15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat 
banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, diantaranya Melayu, 
Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa dan Tionghoa. 
f. Gambaran Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi  
Usaha Industri Sagu adalah merupakan usaha dalam bidang industri yang 
dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Tebing Tingi 
Kabupaten Meranti. Kecamatan Tebing Tinggi sendiri memiliki 49 usahaIndustri 
Sagu dengan jumlah 343 orang tenaga kerja. Dengan jumlah usaha industri dan 
tenaga kerja tersebut peranan industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi, sangat 
membantu dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan juga dalam hal penyerapan 
tenaga kerja di Kabupaten Meranti.Dalam hal penyerapan tenaga kerja dalam 
bidang industri di Kecamatan Tebing Tinggi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Meranti yang bekerja di sektor industri berjumlah 519 jiwa, ini menunjukan 
bahwa industri di Kecamatan Tebing Tinggi juga turut menyumbang dalam hal 




C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Meranti yang 
diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 tahun 2016 tentang 
kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dinas 
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten 
kepulauan meranti.  
Tugasnya: 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Tugas utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah merencanakan, mengembangkan 
iklim dan promosi penanaman modal, memantau, melakukan pembinaan, serta 
melaksanaan penanaman modal. 
Fungsi: 
Dalam melaksanakan tugas dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu 
pintu dan tenaga kerja menmpunyai fungsi: 
1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengemabangan, promosi 
penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian 
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penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengolahan data 
dan informasi. 
2. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan 
dinas. 
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, sesuai tugas dan fungsinya. 
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Tenaga Kerja kepulauan Meranti: 
a. kepala: 
b. sekretariat terdiri dari: 
1.  sub bagian umum, kepegawaian dan program; 
2.  sub bagian keuangan dan perlengkapan. 
3.  bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman 
modal, terdiri dari: 
1. seksi perencanaan penanaman modal; 
2. seksi pengembangan iklim penanaman modal; dan 
3. seksi promosi penanaman modal. 
c. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi: 
1. seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 
2. seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan 
3. seksi pengolahan data dan sisteminformasi penanaman modal. 
d. bidang penyelenggaraan pelayaaan perizinan dan nonperizinan, terdiri 
dari: 
1. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan I; 
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2. seksi pelayanan perizinandan nonperizinan II; dan 
3. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan III. 
e. bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan, terdiri dari: 
1. seksi pengaduan dan informasi layanan; 
2. seksi kebijakan dan penyuluhan layanan; dan 
3. seksi pelaporan dan peningkatan layanan. 
f. bidang tenaga kerja, terdiri dari: 
1.  seksi 1 
2.  seksi 2 
3.  seksi 3 
g.  kelompok jabatan fungsional; dan 
h.  unit pelaksana teknis dinas  
 
visi dan misi dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga 
kerja 
Visi: 
2. Terwujudnya investasi dan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah dan 
transparan. 
Misi: 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dibidang 
penanaman modal, perizinan dan non perizinan 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat, mudah dan transparan 
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3. Menciptakan peluang dan potensi investasi daerah menjadi potensi unggulan 
berdasarka sumber daya lokal yang ramah lingkungan 
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan 
perizinan dan non perizinan 
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) melalui penciptaan iklim investasi 
yang kondusif serta menciptakan lapangan kerja 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Tenaga Kerja 
Tugas:  
dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja 
kabupaten kepulauan meranti mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan 
urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah 
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 
Fungsi:  
Dalam melaksanakan tugas dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu 
pintu dan tenaga kerja mempunyai fungsi antara lain: 
1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi 
penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian 
penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengolahan data 
informasi. 
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A. Sistem Informasi Manajemen  
Sistem informasi manajemen sendiri mempunyai banyak pengertian yang 
salah satunya bahwa sistem informasi manajemmen merupakan sistem manusia 
atau mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi guna fungsi 
operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, dengan 
demikian sistem ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat 
lunak (software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, 
dan sebuah data base.
15
 sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari 
sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara 
harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengubah data menjadi informasi 




sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem 
informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk 
menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam 
kegiatan perencanaan dan pengendalian. sistem informasi manajemen adalah 
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suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para 
pengguna yang memiliki kebutuhan serupa.
17
   
Sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai sekumpulan sub 
Sistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk suatu 
kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang 
lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, 
menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya 
(processing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi sebagai dasar 
bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat 
dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun dimasa mendatang, 
mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan 
memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada tersedia bagi fungsi tersebut guna 
mencapai tujuan.
18
 sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari 
manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, 
menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan.
19
  
Sesuai dengan makna istilahnya, sistem informasi manajemen harus ditinjau 
dengan pendekatan sistem, ini berarti bahwa manajemen itu sendiri dimana proses 
informasi berlangsung harus dilihat sebagai sistem, dalam hal ini sebagai total 
sistem. Dengan manajemen sebagai total sistem, maka sistem informasi 
manajemen merupakan salah satu sub sistem dari sekian banyak sub sistem yang 
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 Edhy Sutanta, Sistem Informasi Manajemen. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2003), hlm.28 
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tercakup oleh total sistem tersebut. Jadi pada dasarnya sebuah sistem informasi 
manajemen adalah menerima dan memproses data untuk kemudian mengubahnya 
menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna informasi dalam lingkungan 
manajemen. 
dalam buku prinsip-prinsip sistem informasi manajemen makasifat sistem 
informasi manjemen dapat digaris bawahi sebagai berikut
20
: 
a. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah Menyeluruh  
Kata manajemen dalam SIM adalah serba melengkapi. Di dalam SIM 
termasuk sistem pemproses transaksi dan sistem-sistem yang utama dirancang 
para manajer dibeberapa tingkatan. Sebuah SIM melingkupi sistem informasi 
formal maupun informal, baikpun yang manual maupun yang berkomputer, 
termasuk juga sistem informasi proyek, sistem informasi perkantoran, sistem 
informasi intelejen, sistem informasi peramalan, sistem penopang keputusan dan 
berbagai model komputer memproses data bisnis, serta berbagai sistem informasi 
khusus atau tersruktur. Sebagai penyeimbang, mungkin komponen yang 
terpenting dalam sistem informasi manajemen adalah manajer, yang pikirannya 
akan memproses dan menyebarluaskan informasi serta berinteraksi dengan 
elemen-elemen lain dari Sistem Informasi Manajemen.  
b. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah Terkoordinasi  
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Komponen sebuah SIM biasanya tidak dikelolar dar titik pusat organisasi, 
ada berbagai departemen pengguna, departemen pemproses data, dan mungkin 
fungsi pengelola data yang terpisah, bahkan yang lain-lainnya mungkin memiliki 
hak atas bagian tertentu dari sistem informasi manajemen. Bagaimanapun juga, 
sebuah sistem informasi manajemen dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin 
bahwa data yang diproses, otomatisasi perkantoran, maupun data intelejen dan 
juga komponen-komponen yang lainnya, dikembangkan dan dioperasikan dengan 
cara terencana dan terkoordinasi, semuanya untuk menjamin bahwa informasi 
melewati dan menuju sub sistem yang diperlukan, serta menjamin bahwa sistem 
informasi bekerja secara efisien. Fungsi koordinasi ini terjadi biasanya dilakukan 
oleh komisi pengarah yang terpisah atau oleh bagian pengolah data atau oleh 
manajer pengelola data. 
c. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Memiliki Sub-sistem Informasi  
Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub sistem atau sistem 
komponen setengah terpisah yang merupakan bagian dari keseluruhan dan 
merupakan sistem yang terpadu. Masing-masing dari sub sistem menyumbang 
tercapainya sasaran sistem informasi manajemen dan organisasi. Sebagian dari 
sistem berbperan hanya dalam kegiatan atau satu lapis organisasi saja, sementara 
yang lainnya bereran serba-lapis (multi-level) atau melaksanakan kegiatan 
berganda harus disusun secara cermat dan di tetapkan sebagai bagian dari rencana 




d. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terintegrasi Secara Rasional  
Sub sistem (kumpulan dari sistem yang terpisah) adalah terpadu sehingga 
kegiatan dari masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya, intgrasi 
ini dilakukan terutama dengan melewatkan data diantara sistem-sistem tersebut. 
Program komputer dan file dapat dirancang untuk menangani arus data diantara 
sistem dan prosedur manual dapat digunakan untuk melaksanakan integrasi 
tersebut. Sementara integrasi membuat pemprosesan antara (intermediate 
processing) dan peristiwa pemprosesan data yang sama oleh berbagai departemen 
dan keuntungan yang menonjol adalah memberikan informasi lebih singkat, 
lengkap, dan releval. Manajer senior khususnya, akan dapat mengambil manfaat 
dari sistem integrasi karena mereka memerlukan informasi saling fungsional. 
Walau integrasi total dari sub-sistem tidak akan tercapai namun demikian sampai 
derajat tertentu integrasi diperlukan untuk suatu sistem informasi manajemen yang 
efektif. 
e. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Mentransformasikan Data kedalam 
Informasi dengan berbagai cara  
Apabila data diolah dan berguna bagi manajer tertentu untuk tujuan tertentu, 
maka ia menjadi informasi ada berbagai cara dimana data harus ditrasnformasikan 
kedalam sebuah sistem informasi. Misalnya biaya keseluruhan, biaya variabel, 
dan biaya standar untuk masing-masing organisasi, baik untuk masing-masing 
jenis biasa, jenis konsumen dan jalur produk. Berbagai cara dimana sisem 
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informasi manajemen harus mentansformasikan data kedalam sistem informasi 
ditujukan dan pengharapan dari penerima eksternal atau informasi  
f. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Meningkatkan Produktivitas  
Sistem informasi manajemen (SIM) dengan berbagai cara mampu 
meningkatkan produktivitas. SIM mampu melaksanakan tugas rutin seperti 
penyimpanan dokumen dengan efisien, ia mampu memberikan layanan terbaik 
bagi organisasi eksternal dan individu dan ia juga mampu memberikan peringatan 
dini tentang masalah internal dan ancaman eksternal, disamping juga mampu 
meningkatkan adanya berbagai kesempatan, membantu proses manajemen yan 
normal, serta mampu meningkatkan kemampuan manajer untuk mengatasi 
masalahmasalah tak terduga. 
g. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sesuai dengan Sifat dan Gaya Manajer  
Suatu sistem informasi manajemen dikembangkan lewat pengenalan atas 
sifat dan gaya manajerial dari personil yang akan menggunakannya, termasuk juga 
sumbangan yang diberikan oleh para manajer. Pada tingkat senior dalam 
organisasi, secara cermat sistem informasi manajemen dijalin dengan rasa pribadi 
para manajer dan akan dijalin kembali dengan cita rasa masing-masing manajer 
baru apabila yang lama terheti. Pada lapis organisasi terendah, sistem informasi 
manajemen degnan cita rasa biasa dimana para tenaga kerja administrasi dan 




h. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Menggunakan Kriteria Mutu yang telah 
diterapkan  
Sebuah sistem informasi manajemen baru dirancang agar sesuai dengan 
toleransi terhadap kecepata, relevansi dan ketetapan informasi. Toleransi ini 
bervariasi dari satu tugas ketugas yang lainnya dan dari satu lapis ke lapis yang 
lainnya didalam organisasi. Terhadap kecepatan, untuk beberapa tugas tertentu 
data yang diperlukan harus dicari selama waktu yang panjang dan kemudian 
ditransofrmasikan sehingga menjadi informasi yang diperlukan manajer baik 
secara periodis maupun ada waktu tak teratur, sedangkan untuk tugas lain 
mungkin diperlukan dengan selang waktu teratur, tetapi karena panjangnya 
periode tunda memungkinkan untuk dilaporkan setelah selesainnya suatu periode. 
Untuk tugasnya yang lain lagi, mungkin informasi diperlukan secepat mungkin 
segera selesai berakhirnya periode dan untuk kebanyakan tugas informasi harus 
diperoleh selama periode berlangsungnya transaksi. 
B. Pelayanan Publik  
Istilah Publik berasal dari bahasa ingris yaitu public yang berarti yang 
paling umum, masyarakat, Negara. Kata public sebenarnya sudah diterima 
menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang dalam kamus umum bahasa 
Indonesia berarti umum, orang banyak, ramai Yang kemudian pengertian 
pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan 
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orang atau masyrakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri 
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
21
 
pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
kelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan 
metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 
dengan haknya. Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas, maka 
pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan 
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masayarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Secara garis besar jenis-jenis pelayana publik menurut Keputusan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 
dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  
1. Kelompok pelayanan administratif. Jenis pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaaan terhadap 
suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda 
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Penduduk (KTP), akta pernikahan, akta kelahiran, akta kematian, Surat Izin 
Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain sebagainya.  
2. Kelompok pelayanan barang. Jenis pelayanan yang menghasilkan bergbagai 
bentuk/jenis barang yang dapat digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 
penyediaan tenaga listrik, air bersih dan lain sebagainya.
22
  
3. Kelompok pelayanan jasa. Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
jadai yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, 
penyelenggaraan trasnportasi umum, pos dan lain sebagainya.  
Dalam undang-ungan No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya 
meluputi:  
1.  Pelaksanaan pelayanan  
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat  
3. Pengelolaan informasi  
4. Pengawasan internal 
5. Penyuluhan kepada masyarakat 
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 
dan publikasi sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar 
pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan 
                                                             





publik yand wajid ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar 
pelayanan,  
Sekurang - kurangnya meliputi:  
1. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima termasuk pengaduan.  
2. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 
dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.  
3. Biaya pelayanan, biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 
dalam proses pemberian pelayanan.  
4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan.  
5. Sarana dan prasarana, penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 
oleh penyelenggara pelayanan publik.  
6. Kompetensi petugas pemberi layanan, kompetesi petugas pemberi pelayanan 
harus ditetapkan degan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 
sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
23
  
istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, 
masyarakat, Negara. publik adalah sejumlah manusia yang memilikikebersamaan 
berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tidakan yang benar dan baik berdasarkan 
nilai-nilai norma yang dimiliki. 
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pelayanan umum adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, 
prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentigan orang 
lain sesuai dengan haknya. Jadi hk atas pelayanan ini sifatnya sudah universal 
berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu dan oleh organisasi 
apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan. 
Pelayanan sendiri berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa 
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, pelayanan merupakan 
serangkaian kegiatanm karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, 
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 
kehidupan orang dalma masyarakat. berpendapat bahwa pada dasarnya setiap 
manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ektrim dapat dikatakan bahwa 
pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat pada 
umumnya sangat mengharapkan suatu bentuk pelayanan terbaik dan didukung 
oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang ahli 
dalam bidangnya. Sehingga suatu peningkatan pelayanan yang memiliki kualitas 
akan sangat didinginkan oleh masyarakat saat ini.
24
 
Jadi pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh pmeritnah terhadap warga negara dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk 
atau suatu barang, jasa yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik 
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pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah. 
Pasolog dalam Sinambela (2006:8) mengatakan bahwasannya pelayanan publik 
adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 
manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 
atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 
suatu produk secara fisik. 
C. Pengertian Efektivitas  
Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam 
jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 
sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya
25
 
Transformasi Pelayanan Publik mendefenisikan efektivitas adalah 
kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operas kegiatan program atau misi) dari 
suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara 
pelaksanaannya.
26
 Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan 
gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih 




Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang 
direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan 
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jumlah personil yang ditentukan.
28
 Efektivitas dapat diukur dari kejelasan tujuan 
yang hendak dicapai, kejelasan strategi, pencapaian tujuan, proses analisis dan 
perumusan kebijaksanaan yang mantapm perencanaan yang matang, penyusunan 
program yang tepat, tersedianya sarana dan prasaran, sistem pengawasan dan 
pengendalian yang bersifat mendidik. 
29
 
Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini 
sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab 
dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan 
sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses 
kegiatan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 
atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil 
pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil 
pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, 
maka hal itu dikatakan tidak efektif. 
30
 
Efektivitas sebagai tingkat pencapaian orgnanisasi dalam jangka pendek dan 
jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar 
pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
31
Efektivitas juga 
berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang 
diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasi yang diperoleh, tingkat daya fungsi 
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unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.
32
 Dari 
defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu 
pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dalam 
mencapai tujuan atau hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diinginkan 
dengan hasil yang memuaskan. 
Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. 
Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek 
tersebut Terdapat beberapa aspek efektivitas suatu program, antara lain:  
a.   Aspek Peraturan Dan Ketentuan   
Efektivitas pada suatu aktifitas dapat dianggap tercapai dengan melihat 
fungsi atau tidaknya aturan yang telah di buat dalam menjaga kelangsungan 
proses aktivitas tersebut. Aturan ini berhubungan dengan aturan baik yang 
berkaitan dengan peserta. Apalabila aturan itu berjalan dengan baik maka aturan 
atau ketetapan tersebut telah berjalan dengan efektif.  
b.   Aspek Fungsi Dan Tugas  
Suatu perusahaan bisa disebut efektivitas apalila menjalankan tugas dan 
fungsi yang baik. Begitu juga dengan model pembelajaran akan tercapai efektif 
apabila fungsi dsn tugasnya berjalan dengan baik dan proses pembelajaran para 
peserta berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.  
c.   Aspek Program Atau Rencana   
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Arti dari aspek ini adalah rencana pembelajaran pada siswa yang terprogram 
dengan baik. Apabila semua rencana dapat dijalankan dengan baik maka akan bisa 
disebut sudah mencapai efektivitas.  
d.   Aspek kondisi ideal atau tujuan   
Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut mencapai 
efektivitas dilihat dari hasil, apabila keadaan ideal atau tujuan program diraih 
dengan baik. Penilaian pada aspek ini bisa dilihat dari keberhasilan peserta didik 
dalam proses belajar mengajar. 
Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dalam jumlah tertentu 
yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 
atau jasa kegiatan yang dijalankan. Pengukuran efektivitas terdiri dari:
33
 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pegawai 
dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi 
dapat tercapai.  
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 
“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 
sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 
pencapaian tujuan organisasi.  
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 
tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 
kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha 
pelaksanaan kegiatan opersional.  
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4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa 
yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.  
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu 
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 
tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.   
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 
organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 
prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.  
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 
apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 
tidak akan mencapai sasarannya, karna dengan pelaksanaan organisasi 
semakin didekatkan pada tujuannya.  
8. Sistem pengawasan dan pengadilan yang bersifat mendidik, mengingat sifat 
manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut sistem 
pengawasan dan pengendalian. 
D. Kerangka Berpikir 
Hasil penelitian efektivitas penerapan online single submision (oss) pada 
dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenga kerja di 
kabupaten kepulauan meranti maka penulis merumuskan kerangka berpikir 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti 
tentang Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan, serta 
hambatan hambatan dalam efektivitas Penerapan Online Single Submissin (OSS) 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pelalawan, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari 
penelitian serta sasaran bagi pihak yang berkepentingan dan berkaitan yaitu Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 
(DPMPTSPDTK) Kabupaten kepulauan meranti.  
1. Dengan adanya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten kepulauan 
meranti, masyarakat bisa mengurus segala jenis perizinan dalam satu tempat saja. 
Namun sejalan dengan adanya OSS yang diterapkan oleh DPMPTSPDTK 
Kabupaten Kepuluan Meranti masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus 
perizinan. Masyarakat hanya perlu mengetahui mekanisme pengajuan atau 
Standar Operasional Prosdedur (SOP) tentang pengurusan izin secara online lalu 
mereka bisa langsung mengetahui status perizinan yang mereka urus tanpa sering 
datang ke kantor DPMPTSPDTK untuk mengetahui apakah izin yang mereka urus 





2. OSS yang di selenggarakan oleh DPMPTSPDTK Kabupaten Meranti belum 
efektif.  
Hal ini disebabkan beberapa hambatan yang terjadi seperti adanya gangguan 
jaringan pada saat operasional, ini dapat menghambat efektivitas dari Online 
Single Submission itu. Karena proses pendataan, verifikasi dan notifikasi 
membutuhkan jaringan untuk mengakses OSS tersebut. Kedua, kurangnya 
kemampuan pegawai dalam menerapkan OSS sehingga menghambat proses kerja 
OSS ini. Ketiga, kurangnya sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat tetap 
harus datang ke kantor dinas untuk mengetahui penggunaan OSS ini. 
B. Saran 
Adapun yang dapat diberikan dalam efektivitas Penerapan Online Single 
Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:  
1. Untuk program OSS yang diterapkan oleh pemerintah maka diharapkan 
untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat berjalan dengan efektif tanpa 
adanya kendala yang menghambat proses kerja OSS.  
2. Untuk hambatan dalam efektivitas OSS pertama dari segi gangguan 
jaringan. Pemerintah kedepannya diharapkan dapat berkejasama dengan 
kominfo dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kedua, sumber daya 
manusia sebagai mentor masyarakat harus mengetahui cara kerja OSS  
dengan diadakannya pelatihan yang rutin kepada seluruh pegawai front 
office agar tidak saling Tanya satu sama lain. Pegawai harus mengetahui 
bidangnya dengan maksimal. Ketiga, untuk kurangnya sosialisasi kepada 
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masyarakat diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi serta 
pemahaman penggunaan OSS serta tentang pentingnya aplikasi OSS ini. 
Ini dapat mempermudah masyarakat dalam hal melakukan pemgurusan 
perizinan tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSPDTK. Sosialisasi 
dilakukan dengan datang ke tiap desa yang ada di Kabupaten Kepulauan 
Meranti untuk menjelaskan tentang OSS serta penggunaannya. Kemudian 
dengan membuat spanduk di tiap kantor desa agar masyarakat bisa 
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